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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan

Menengah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

13. Keptusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)

14, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 420/641-
Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun
2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revi si)

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian
dan Perubahan Satuan Pendidikan.
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12.

Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Qurrota A’yun Cikamiri Nomor
421.2/SPm/Y-QA/1/2021 Tanggal 2 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional kepada SMP Plus Ahsani Tagwim yang didirikan oleh
Yayasan Qurrota A’yun Cikamiri di Jalan Lintas Gunung Geder Kampung
Nangewer Desa Cijambe Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran
2020/2021;

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang
memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(herregestrasi) setiap 4 (empat) tahun sekali;

Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Pengawas SMP untuk melaksanakan
pembinan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam
keputusan tersendiri;

Keputusan ni mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal : 22 Maret 2021

" KEPALA DINAS PENDIDIKAN
7 KABUPATEN GARUT

"\ TOTONG, S.Pd.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19691205 199307 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. ;
1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

2. Bupati Garut ;

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.
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